
Undang- .•. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad To.hun 1847 
Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 4 Taht:n 1971 (Lembaran 
Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lemb ar-an Negara 
Nomor 2959); 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Daaar- 1945; Mengingat 

c , bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, p erryez-t.aan modal Negara 
Republik Indonesia rer-seb ut d! atas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah; 

pembentukan usaha kawasan industri terse but di atas , aer-ta 
telah diselesaikanny& pemb ang'unan fisik Proyek Industrial 
Estate Cilacap, dipandang perlu untu.k mandirikan, suatu 
badan u saha yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSE­ 
RO) sebagaimana dimakau d dalam Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1969, yang modalnya disediaken seoar a bersama oleh 
Negara Republik IndonesiA., Daerah Tingkat I -Jawa Tengah, 
dan Kabupaten Daer ah Tingkat II Cilacap; • 

perkembangan persiapan-pe1•siapan 
dalam rangka pelaksanaan rencana 

b , bah wa sejalan dengan 
yang telah dilakukan 

• a. bahwa dalam uaaha trrrt uk lebih menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan di 
bidang industri, Pemerintah telah merencanakan pembentukan 
usaha kawasan industri di Cilacap; 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK I.NDONES!A TENTANG 
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK 
PENDIRIAN PERUSAHAAN PRRSEROAN (PERSERO) DALAM 
BIDAN<J USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentar-g Tata Cara 
Pembinaan dan Pengawasan. Per-usariaan Jaws.tan (PERJAN), 
Perusahaan Umum (PE:RUM), dan Perusahaan Perseroan 
(PER SERO) (Lembarun Ne g ar-a Tahun 1933 Nomor 3, Tambah­ 
an Lembaran Negara Nomor 3246) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pernez-trrt ah Nornor- 28 Tahun 1983 (Lemb ar+ 
an Negara Tahun 1983 Nomor 37); 

• 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta.bun 1969 tentang Perusa·­ 
haan Perseroan (PERSERO) (Lembe.ran Negara Tahun 1969 
Nomor 21, Tambahan Lernb ar-an Negar_a Nomor 2894) sebagai­ 
maria telah diubah dengnn Peraturan Pemar-irrt ah Nomof 24 
Tahun 1972 (Lemba.ran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tam­ 
bahan Lembaran Negara Nomor 2~87.) ; 

BAD I ... 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1969 (Lemba.ran Negara Tahnn 1969 Nomor 16, Tam­ 
bahan Lembaran Nagar-a Nomor 2890) te:atang Bentuk-bentuk 
Usaha Negara Menjadi Uri darrg-etrn d an g (Lernbar-an Negara 
Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembars.n Negara Nomor 
2940); • 
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... " 

Penyertaan modal oleh Daerah Tingkat J .Tawa Tengah dun 
Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dilaksanakan rnasing-­ 
masing berdasarkan Per.aturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap 
yang mendapat · pengesahan dari Menteri Dalam Nageri . 

Pas al 2 

(3) Perbandingan modal s ah am sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
( 2) ditetapkan lebih lanjut oleh Merrtez-I Keuanga.n bersa­ 
ma-sama Daerah Tingkat I Jawa Ter..gah dan Kab up a+en 
Daerah Tingkat II Of laoap , 

• 

(2) PERSERO sebagaimana dimaksud dalain ayat (1) di<lirikan 
secara bersama antar-a Negara Republik Indonesia dengari 
Daerah Tingkat I Jaw£l Tengah dan Kabupaten Daer-ah 
Tingkat II Cilacap dengan pembagian saham yang dfpegang 
oleh Negara Republik Indonesia dengan Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilncap. 

( 1) Negara Republik Indonesia metakujcan penyertaan dalam 
modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) daJam bidang 
usaha Kawasan Irrdu e tr-i Cilacap, selanjutnya dalam Peratur­ 
an Pemerintah ini dis~but PER SERO. 

• 
Pas al 1 

BAB II ••. 

BAB I 

PENYERTAAN MODAL NEGARA 
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(3) Per.etapan nilai kekavaan Negara sebagaimana dtrnaks ud 
dalam ayat (2) yang akan dipergunakan sebagai penyert&.au 
Negara dalam modal PERSERO, ditetapkan olch Menteri 
Keuangan berdasarkan hasil pe1•hih.:.ngan bersama oleh 
Departemen Keuangan, Dep ar-temeri Pe:dndustriEm dan Ins­ 
tahsi-instansi lain yang tur ut menangani Proyek Industrial 
Estate Cilacap . 

(2) Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor oleh Negarn 
Republik Indonesia pada saat pendiriannya merupakan 
kekayaan Negara Republik Indonesia berasal dari nilni 
kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam 
Proyek Industrial Estate Cilacap. 

• 
(1) Modal PERSERO terbagi at as saham-saham sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 Per-at ur-an Pemerinta:h Nomor 24 Tahun 
1972, yang merupakan kekayaun Negara dan Daerah yang 
dipisahkan. · 

Pasal 4 

BAB Ill 

MODAL PERSERO 

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud d alarn Pasal 
1 ialah menyediakan p raear-ana , melaksanakan pembangunan 
serta pengurusan, pengusahaan, dan pengcmbangan serta mela­ 
kukan kegiatan di bidang usaha Kawasan Industri (Industrial 
Estate) Cilacap dalam arti seluas-luasnya, 

• 
Pas&l 3 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(4) Neraca , •. 
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Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundang·­ 
kan. 

Pas al 7 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB V 

(2} Menteri Keuangan d ap at rnenyerahkan kekuasaan sebagaima­ 
na dimaksud dalam ay at (1) dengan disertai hak substitusi 
kepada Menteri Perindustrian dengan ketentuan bahwa 
Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. 

• 
(1) Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri 

Keuangan, sesuai d errgan ketentuan sebagaimana dimaksnd 
dalam Pasal 3 Pera tu ran Perterintah Nomor 12 Tahun 1969 • 

Pas al 6 

Pelaksanaan p errdiz-Ian PERSERO dilakukan menurut k1:1tentuan­ 
ketentuan Kitab · Undang-unctang Hu kum Dage.ng (Staatsb:iad 
Tahun 1847 Nomor 23) ae'bag-atm ana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana te1a,1 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. 

• 
Pas al E 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO 

Agar 

(4) Neraca Pembukuan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keu­ 
angan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI--IUN 1986 NOMOR 3 

\ 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Januari 1986. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
SOEHAJ.'.TO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Januari 1986 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

SUDHARMONO, S.H. 

Agar setil:i.p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dcmgan penempatannya dalam Le.:nbaran 
Negara Republik Indonesia. 
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